
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.680, 2019 KEMENDAG. Menu Kegiatan Pembangunan 

Gudang dan Penyediaan Sarana. Sistem Resi 
Gudang. Pengelolaan DAK. TA 2019. 

 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 46 TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 

TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN 

GUDANG DAN PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG GUDANG 

SISTEM RESI GUDANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik 

Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan 

Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang 

Gudang Sistem Resi Gudang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem 

Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5231); 

5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
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9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana 

telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5459); 

10 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

11 Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 271); 

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 

13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-

DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat 

Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi 

Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 806) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 
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tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam 

Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK 

OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU 

KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG DAN PENYEDIAAN 

SARANA PENUNJANG GUDANG SISTEM RESI GUDANG. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1 Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK 

Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional. 

2 Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan 

tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak 

dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus 

sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat 

diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-

syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. 

3 Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SRG 

adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, 

pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi 

Gudang. 

4 Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas 

barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh 

Pengelola Gudang. 

5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

www.peraturan.go.id



2019, No.680 
-5- 

6 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk operasional 

sebagai acuan standar teknis kegiatan Pembangunan 

Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG 

yang dibiayai melalui DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 

Bidang Pasar. 

(2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diarahkan untuk membantu daerah meningkatkan 

ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan guna: 

a. menjaga stabilitas harga; dan 

b. memberikan alternatif pembiayaan. 

(3) Untuk dapat menerima DAK Fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah harus masuk 

dalam daftar daerah penerima DAK Fisik. 

(4) Daftar daerah penerima DAK Fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 3 

Kegiatan pembangunan Gudang dan penyediaan sarana 

penunjang Gudang sistem resi gudang yang dibiayai melalui 

DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 

2019. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Juni 2019 

 

MENTERI PERDAGANGAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

ENGGARTIASTO LUKITA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Juni 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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